BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN / ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL,

Menimbang

Mengingat

PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa untuk menunjang kepentingan kedinasan
dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka perlu
menetapkan Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati,
Wakil Bupati, Pimpinan / Anggota DPRD, Pegawai
Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil
Bupati, Pimpinan / Anggota DPRD, Pegawai Negeri
Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1l dan Kotapraja di
Sumatera  Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) scbagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lemb Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



Menetapkan

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan
Pegawai Tidak Tetap ;

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10
Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2015 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL

BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI
SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

L.

N

. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Muara Enim.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim,



11.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Ind ia yang hi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014,

Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
perangkal  dacrah pada pemerintah  daerah  selaku  pengguna
anggaran/pengguna barang.

Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang dipekerjakan untuk jangka
waktu tertentu melalui kontrak kerja waktu tertentu guna melaksanakan
tugas pemerintahan dan pembangunan yang diberikan tugas dengan
jabatan fungsional tertentu dan atau jabatan fungsional umum sesuai
dengan kebutuhan SKPD serta keberadaannya dalam kegi benar-benar
memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap clektifitas pelaksanaan

kegiatan.

Kontrak Kerja Waktu Tertentu yang sclanjutnya disingkat KKWT adalah
perjanjian kerja yang dibuat antara Pegawai Tidak Tetap dan Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran, yang
pendanaannya dibebankan pada APBD Kabupaten.

Pihak Lain adalah Pegawai Tetap pada instansi lainnya atau anggota
masyarakat selain PNS/CPNS Pemerintah Kabupaten dan Pegawai Tidak
Tetap.

.Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disebut SKPD adalah

Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran.

. Pengguna Anggaran adalah Pejabat gang | gan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

- Perjalanan Dinas adalah perjal keluar pat kedudukan vang

dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentngan daerah.

. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewatli batas kota

dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju,
melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam
daerah.

. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan

vang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan
pindah.



20.

2

22.

23.

24,
25.
26.

(1

(2

3)

. Perjalanan Dinas dalam Daerah adalah perjalanan dinas di dalam wilayah

Kabupaten.

. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar Wilayah

Kabupaten.

. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang dihitung terlebih dahulu dan

dibayar sekaligus.
Uang Kontribusi adalah uang yang dibayarkan secara tersendiri kepada
pihak penyelenggara berdasarkan undangan penyelenggara.

.Surat Perintah Tugas selanjutnya di singkat SPT adalah surat yang

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yang berisikan perintah kepada
PNS/CPNS, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain untuk melaksanakan
tugas.

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah
Dokumen dari pejabat yang berwenang kepada PNS/CPNS, Pegawai Tidak
Tetap dan Pihak Lain untuk melaksanakan perjal dinas.

Tempat Kedudukan adalah pat/kota di kantor/satuan kerja
berada.

Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.

Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan scbagai acuan
penyusunan rencana kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan
Anggaran SKPD.

BAB Il
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS
Pasal 2

Peraturan Bupati  ini mengatur mengenai pelaksanaan  dan
pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati,
Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan
Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Perjalanan Dinas Jabatan,

b. Perjalanan Dinas Pindah.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Pegawai Negeri Sipil.

b. Calon Pegawai Negeri Sipil.



{4) Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diikutsertakan dalam perjalanan dinas dalam hal mendesak dun

khusus serta keberad ya dalam kegi benar-benar memiliki
peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

{5) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Tetap
pada instansi lainnya atau anggota masyarakat selain PNS/CPNS
Pemerintah Kabupaten dan Pegawai Tidak Tetap.

BAB Il
PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai

berikut :

@, selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas
vang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan percapaian kinerja SKPD ;

¢, efisiensi penggunaan belanja daerah ; dan

d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan
pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV
PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
digolongkan menjadi :

a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam dacrah ;

b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Provinsi Sumatera Selatan ; dan

¢. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka :
a. Pelaksanaan tugas dan lungsi yang melekat pada jabatan ;
Mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, workshop, bimbingan teknis dan
sejenisnya;
c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan, seleksi tugas belajar dan sejenisnya;
d. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.



BAB V
SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Pasal 6

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan

Pihak Lain yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus memiliki SPT dan

SPPD.

Pasal 7

(1) SPT diterbitkan atas dasar surat undangan kedinasan, surat panggilan
kedinasan, dan kepentingan tugas pokok dan fungsi SKPD dan atau
kepentingan Pemerintah Kabupaten.

(2) SPPD dikeluarkan atas dasar SPT yang telah diterbitkan oleh pejabat vang
berwenang.

(3) SPT dan SPPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran [ Peraturan ini.

Pasal 8
(1) SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pgjabat yang berwenang, dengan
ketentuan scbagai berikut :
a. Perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Selatan ditentukan sebagai
berikut :

1. SPT dan SPPD bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh
Bupati.

2. SPT untuk Pejabat Esselon Il dan Camat serta Kepala Bagian lingkup
Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, atau
Sekretaris Daerah apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada
ditempat, dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

3. SPT untuk Pejabat Esselon III yang bukan merupakan Kepala SKPD
dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran.

4. SPT untuk Pejabat Esselon IV dan Stafl pada Dinas, Badan, Kantor,
Inspektorat, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI dan Bagian pada
Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten yang membidangi,
untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD, sedangkan pada
Sekretariat Daerah untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian
atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran.



. SPT dan SPPD untuk Sckretaris Kecamatan, Esselon IV dan Stal

Kecamatan ditandatangani oleh Camat.

. SPT dan SPPD untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain

ditandatangani oleh Kepala SKPD, sedangkan pada Sekretariat
Daerah SPT ditand gani oleh Asisten yang membidangi dan SPPD
ditandatangani oleh Kepala Bagian yang bersangkutan atau pejabat
yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran.

. Perjalanan dinas dalam Provinsi Sumatera Selatan ditentukan sebagai

1.

berikut :
SPT dan SPPD bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh
Bupati.

. SPT untuk Pejabat Esselon [l dan Pejabat Essclon [l yang

merupakan Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupalti
dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

. SPT dan SPPD untuk Pejabat Esselon Il yang merupakan Kepala

Bagian lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sckretaris
Daerah.

. SPT untuk Pcjabat Essclon Il pada Dinas, Badan, Kantor,

Inspektorat, Sekretariat DPRD, yang bukan merupakan Kepala SKPD
ditandatangani oleh Asisten yang membidangi, untuk SPPD
ditandatangani oleh Kepala SKPD.

. SPT untuk Pejabat Esselon IV dan Stal pada Dinas, Badan, Kantor,

Inspektorat, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI dan Bagian pada
Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten yang membidangi,
untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD, sedangkan pada
Sekretariat Daerah untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian
atau Pejabat vang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran.

. SPT dan SPPD untuk Sekretaris Kecamatan, Esselon IV dan Stal

Kecamatan ditandatangani oleh Camat.

. SPT dan SPPD untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain

ditandatangani oleh Kepala SKPD, sedangkan pada Seckretariat
Daerah SPT ditand gani oleh Asi yang bidangi dan SPPD
ditandatangani oleh Kepala Bagian yang bersangh 1 atau pejabat

yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran.




¢. Perjalanan dinas dalam daerah ditentukan sebagai berikut :

1. SPT dan SPPD bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh
Bupati.

2. SPT untuk Pejabat Esselon Il ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD.

3. SPT dan SPPD untuk Camat, Pejabat Esselon 111, Esselon IV dan Staf
ditandatangani oleh Kepala SKPD,

4. Khusus untuk pejabat Esselon Ill, Esselon IV dan Staf di lingkungan
Sekretariat Dacrah Penandatanganan SPT oleh Asisten yang
membidangi sedangkan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala
Bagian.

5. SPT dan SPPD untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain
ditandatangani oleh Kepala SKPD, sedangkan pada Sekretariat
Daerah SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi dan SPPD
ditandatangani oleh Kepala Bagian yang bersangkutan atau pejabat
yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran.

d. Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Tim Gabungan SKPD (termasuk
didalamnya Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain) ditentukan sebagai
berikut :

1. Dalam Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah.

2, Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Sumatera Selatan , SPT
ditandatangani oleh Bupati dan SPPD oleh Sekretaris Daerah.

e. SPT dan SPPD dalam daerah untuk Tim Pemeriksa Inspektorat dalam
melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat ditandatangani oleh
Inspektur,

L. Lama perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan tidak melebihi 18 (delapan
belas) hari kerja kecuali bagi Tim Pemeriksa Inspektorat, ajudan,
Humas dan Protokol serta sopir Bupati/Wakil Bupati yang jumlah
orangnya disesuaikan dengan kebutuhan.

12) SPT, SPPD dan Lama Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD
diatur oleh Pimpinan DPRD dengan mempedomani tata tertib yang berlaku
di DPRD.



BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 9

(1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap
dan Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya
perjalanan dinas.

(2) Biaya perjal dinas sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

komponen-komponen ;
a. Uang Harian.
b. Biaya Transport.
c. Biaya Bahan Bakar Kendaraan Dinas/BBM.
d. Biaya Penginapan.
c. Uang Representasi.
f. Uang Taksi.
(3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul a dibenkan
secara Lumpsurm.

(4) Biaya T t sek i dimaksud pada ayat (2) hurul b terdiri atas :

a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan
keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal
bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.

b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan
keberangkatan dan kepulangan.

(3) Biaya Bahan Bakar Kendaraan Dinas / BBM sebagaimana dimaksud pada
Ayat (2) huruf ¢ merupakan biaya bahan bakar Minyak untuk kendaraan
dinas dalam melaksanakan perjalanan dinas, yang diberikan 1{satu) kali
setiap perjalanan dinas dan dibayarkan sesuai biaya riil (at cost).

(4) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau ditempat
menginap lainnya, dibayarkan sesuai biaya riil (at cost).

(5) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya

pan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, berlaku ketentuan

sebagai berikut :

a. Pelaksanaan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 %
(tiga puluh persen) dari tarif satuan tertinggi biaya penginapan pada
satuan standar harga perjalanan dinas di kota tempat tujuan, sesuai

dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas.

10



b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar secara
lumpsum.

(6) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan
kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat
Esselon II selama melakukan perjalanan dinas.

(7) Uang Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf { merupakan
satuan biayva yang diberikan untuk kebutuhan biaya tarf satu kali
perjalanan taksi dari bandara/pelabuhan /terminal fstasiun keberangkatan
atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju hotel
atau tempat menginap lainnya dan sebaliknya yang diberikan secara
lumpsum,

(8) Rincian Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2)
dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan [ormat

sebagaimana tercantum dalam lampiran [ Peraturan ini.

Pasal 10

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di
golongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :
a. Tingkat A, terdiri dari :
1). Al Untuk Bupati dan Ketua DPRD
2). A2 Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD
3). A3 Untuk Anggota DPRD.
4). A4 Untuk Sekretaris Daerah
b. Tingkat B untuk Eselon II
¢. Tingkat C, terdiri dari :
1). €1 Untuk Eselon I dan PNS Golongan IV.

2). €2 Untuk Eselon IV dan PNS Golongan I11.

3). C3 Untuk PNS Golongan Il dan Golongan 1.

4). C4 Untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain dengan pendidikan
D3 keatas.

5) €5 Untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain dengan pendidikan
D2 kebawah.

(2) Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Uang Harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas
lertinggi.



(

(2)

b. Biaya Transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berdasarkan
fasilitas Transport sebagaimana tercantum dalam lampiran [II
peraturan ini.

c. Biaya Bahan Bakar Kendaraan Dinas / BBM diberikan I(satu) kali
setiap perjalanan dinas dan dibayarkan sesuai biaya riil (at cost)

d. Biava penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).

e. Uang Representasi dibayarkan secara lumpsum.

Uang Taksi dibayarkan secara lumpsum

Pasal 11

Perjalanan Dinas Jabatan untuk gikuti rapat, inar, s
workshop, bimbingan teknis dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b yang lama waktunya tidak melebihi dari 7 (tujuh) hari
berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. bagi peserta yang ditanggung pengi 1 oleh penyelenggara, baik
diwajibkan menyetor kontribusi maupun tidak, maka biaya penginapan
tidak dibavar, sedang Uang Harian dibayar secara penuh untuk 2 (dua)
hari yaitu 1 (satu) hari pada saat keberangkatan dan 1 (satu) hari pada
saat kembali dan selebihnya dibayar Uang Harian sebesar 50% dari
besaran Uang Harian yang berlaku selama perjalanan Dinas.

1,

b. bagi peserta yang tidak ditanggung pengi oleh peny ggara,
baik diwajibkan menyetor kontribusi maupun tidak maka biaya
penginapan dan Uang Harian dibayar secara penuh selama perjalanan

dinas.

Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, sosialisasi,
workshop, bimbingan teknis dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 hurul b yang lama waktunya melebihi dari 7(tujuh) hari berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a. bagi peserta yang ditanggung penginapan oleh penyelenggara, baik
diwajibkan menyetor kontribusi maupun tidak, maka biaya penginapan
tidak dibayar, sedang Uang Harian dibayar secara penuh untuk 2
(dua) hari yaitu 1 (satu) pada saat keberangkatan dan 1 (satu) hari
pada saat kembali selebihnya dibayar uang harian sebesar 40% dari
besaran Uang Harian yang berlaku sclama perjalanan dinas.
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b.bagi peserta yang tidak ditanggung penginapan oleh penyelenggara,
baik diwajibkan menyetor kontribusi maupun tidak, maka biaya
penginapan tetap dibayar, sedang Uang Harian dibayar secara penuh
untuk 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari pada saat keberangkatan dan 1
(satu) hari pada saat kembali dan selebihnya dibayar Uang Harian
sebesar 40% dari besaran Uang Harian yang berlaku selama perjalanan

dinas.

[3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti Pendidikan

()

(5)

dan Pelatihan (Diklat Strukiural/Pimpinan, Diklat Fungsional dan

sejenisnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ., berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a. Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti adalah yang diselenggarakan oleh
Lembaga/Instansi Pemerintah.

b. bagi peserta yang tidak ditanggung penginapan oleh penyelenggara,
baik diwajibkan menyetor kontribusi maupun tidak, maka biaya
penginapan tetap dibayar, sedang Uang Harian dibayar secara penuh
untuk 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari pada saat keberangkatan dan

1 (satu) hari pada saat kembali dan selebihnya dibayar Uang Harian
sebesar 30% dari besaran Uang Harian yang berlaku selama perjalanan
dinas.

c. bagi peserta yang ditanggung penginapan oleh penyelenggara, baik
diwajibkan menyetor kontribusi maupun tidak, maka biaya penginapan
tidak dibayar, sedang Uang Harian dibayar secara penuh untuk 2 (dua)
hari yaitu 1 {satu) hari pada saat keberangkatan dan 1 (satu) hari pada
saat kembali.

d. Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, diberikan Uang Saku yang
besaran perharinya  ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan

dibayarkan secara lumpsum.

Untuk tugas pemeriksaan vang dilaksanakan stal inspektorat dalam
Kecamatan, hanya diberikan Uang Harian yang besarannya ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Pegawai Negeri Sipil pada SKPD Kecamatan yang melaksanakan perjalanan
dinas ke Desa/Kelurahan dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan,
hanya diberikan Uang Harian yang besarannya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.



(6) Standarisasi Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas dalam rangka
perjalanan dinas diberikan sesuai dengan jumlah liter sebagaimana
tercantum dalam lampiran IV peraturan ini.

Pasal 12
(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas
Jabatan dilaksanakan,
(2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya
1 1 Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan

Perj
sctelah Perjalanan Dinas selesai.
Pasal 13
Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas akan ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati atau disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

BAB VIl
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 14
{1) Pembayaran biaya perjalanan Dinas dengan mekanisme UP/GU dilakukan
dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana Perjalanan Dinas oleh
Bendahara Pengeluaran.
(2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan
melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. Surat Tugas atau Surat Keputusan Pindah.
b. Fotokopi SPPD.
c. Kuitansi tanda terima uang muka yang disetujui Pengguna Anggaran.
d. Rincian biaya perjalanan dinas yang disetujui Pengguna Anggaran.
(3) Biaya Perjalanan Dinas Pindah dapat dibayarkan secara Lumpsum.

BAB VIl
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 15
(1) Pelaksana  Perjalanan Dinas Jabatan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan
Dinas kepada Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
perjalanan dinas dilaksanakan.
(2) Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Jabatan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
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a. SPT yang sah.

b. SPPD wyang telah ditandatangani pejabat ditempat pelaksanaan
Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan
Perjalanan Dinas.

c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti
pembayaran moda transportasi lainnya.

d. Bukti pembayaran hotel atau pat menginap lainnya.

€. Rincian Biaya Perjalanan Dinas.

f. Kuitansi Pembayaran.

(3) Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Pindah scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengi lampirkan dok berupa :

a. Fotocopi surat keputusan pindah.

b. SPPD yang telah ditandatangani pihak berwenang.

c. Kuitansi pembayaran.
d. Surat Keterangan Menjalankan Tugas di tempat yang baru.

BAB IX
PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 16
Kepala SKPD/Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian

{
internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.
(2) P dalian internal seb dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 17
Untuk Perjalanan Dinas Keluar Negeri dilak kan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Pada saat Peraturan Bupati ini  berlaku, maka Peraturan Bupati
Nomor 62 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati,
Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2014 Nomor 69) beserta perubahannya dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Muara

Enim.

Ditemp an di Muara Enim
pada 13 Sepiember 2016

&

BUPATI MUARA ENI%

MUZAKIR SAI SOHAR /(

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal b Seyb#iber 2016

SEKRETARIS DAERAH
MZL

w o

A HASANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 244
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KOP SKPD

Lembar ke

(SPPD)

Pegawai yang memberi perintah

Nama / NIF Pegawai yang diperintah

a. Pangkat dan Golongan menurut PP
Mo. 6 Tahun 1987

b. Jabatan

¢. Tingkat menurut peraturan Perjalanan
Dinas

Maksud Perjalanan Dinas

|Alat angkut yang digunakan

a. Tempat berangkat
a. Tempat lujuan

a. Lamanya Perjalanan Dinas
b. Tanggal berangkat
¢. Tanggal harus kembali

Pengikut

Pembebanan Anggaran
a. Instansi
b. Kode Rekening

Keterangan Lain-lain

di

Pada Tmm;!

PEJABAT YANG MENERBITKAN SPPD
tid

HAMA

PANGKAT
NIP



Lampiran |  Peraturan Bupati Munra Enim
Nomor : 24 Tapun 20
Tanggal - & September 200

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :

Dasar : 1. Peraturan Daerah tentang APBD

2. Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas

3 Dst
MEMERINTAHKAN
Kepada 3 Nama
Pangkat / Golonga
NIP 1 s
Jabatan
Untuk | PP PP —— —r—— R ——
2
3
4 Dt
Lama Perjalanan Dinag  : oo f.-..) hari tmt tanggal 1 RO R——

Pengikut

L BUPATY MUARA lmv

e,
K_ﬂmwm ((



Lampiran 11 : Peraturan Bupati Muara Enim
: 24 Tanun 200
: 5 September 20U

Nomor

Tanggal

FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS

MODA TRANSPORTASI
No,| PEJABAT NEGARA, ESSELON DAN Wi
7 GOLONGAN DINAS PESAWAT KAPAL LAUT KERETA
UDARA API/BUS
1 2 3 4 L] (<]
1 |Bupati dan Ketua DPRD Al Bisnis | VIP/Kelas IA| Eksekutif
2 |Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD A2 Bisnis | VIP/Kelas IA | Eksekutif
3 |Anggota DPRD A3 Ekonomi Kelas I B | Eksekutil
4 |Sekretaris Daerah Ad Ekonomi Kelas I B | Eksekutil
4 |Esselon 11 B Ekonomi Kelas 1T A | Eksekutif
5 |Esselon Il dan Golongan IV C1 Ekonomi Kelas 1T A | Eksekutif
6 |Esselon IV dan Golongan I c2 Ekonomi Kelas I1 A | Eksekutif
7 |Golongan 1l dan 1 c3 Ekonomi Kelas IT A | Eksekutil
8 |Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain c4 Ekonomi Kelas [1 A | Eksekutif
dengan pendidikan D3 keatas
9 |Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain Cc5 Ekonomi Kelas 1 A | Eksekutif
|dengan pendidikan D2 kebawah i

;,lb BUP,

Wrt

MUARA ENU\%/

/Qmuz.u(m SAI SOHAR ,(



Lampiran [V Peraturan Bupati Muara Enim

Nomor 1 24 Takrun 2ol
Tanggal . & Septemabw 2006

SATUAN TERTINGGI BIAYA BEM PERJALANAN DINAS

No. ASAL TUJUAN JUMLAH LITER (PP}
1 2 3 3
1 |[MUARA ENIM UJANMAS / LAWANG KIDUL 15 Liter
2 |MUARA ENIM BENAKAT/GUNUNG MEGANG /BELIMBING 25 Liter
3 [MUARA ENIM RAMBANG DANGEU 30 Liter
4 |MUARA ENIM PRABUMULIH 30 Liter
5 |MUARA ENIM TANAH ABANG 35 Liter
6 |MUARA ENIM TALANG UBI 40 Liter
7 |MUARA ENIM PENUKAL/PENUKAL UTARA/ABAB 40 Liter
8 IMUARA ENIM LEMBAK 35 Liter
9 |MUARA ENIM |GELUMBANG 40 Liter
10 [IMUARA ENIM SUNGAI ROTAN 40 Liter
11 IMUARA ENIM LUBAI/LUBAI ULU 40 Liter
12 IMUARA ENIM |RAMBANG 40 Liter
13 |MUARA ENIM KELEKAR 40  Liter
14 IMUARA ENIM MUARA BELIDA-BELIDA DARAT 40 Liter
15 |MUARA ENIM TANJUNG AGUNG 35 Liter
16 [MUARA ENIM SEMENDE DARAT ULU 40 Liter
17 |MUARA ENIM SEMENDE DARAT TENGAH 40 Liter
18 |[MUARA ENIM SEMENDE DARAT LAUT 40 Liter
19 [MUARA ENIM PALEMBANG 50 Liter
20 |MUARA ENIM (JAKARTA 300 Liter
21 |[MUARA ENIM BANDUNG 350 Liter
KENDARAAN BUS
22 |IMUARA ENIM PALEMBANG

Liter
BUPRSI’UARR EN@V

UZAKJR SAl SOHAR



Lampian i1

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Persturan Bupaii Musts Enirn
Nomoe 14 Thhun 204
Tasggal - © Septerber 2006

DAFTAR : Permintaan Rencana Biaya Parjalansn Dinas ke

dangan Sursl Penetah Pesatsnan Dmn !upm Musea Enim

Momar - D18 064/ J oo (20 tang
w.,. Dinas-Cialam war Luar Provinsi®
Biays Mot Dines | e
Nama Yang Berpargian | NIP Pangkat | Tempal Kedudukan | Siongan Apl Selama Hari-Rp Jumlah (Rp) Tanda Tangan
5 Re}
i 3 [] [] [} TR[BeB [
M| P
Telah dibayar UMAP sojumish | Musra Enim,
;- A Tetah ditarims UMUP ssjurmiah
Satuju dibayar, g
Kepala SKPD Yang Menerima,
Bendshara Pengeluaran,
trd tid
tid
Nama Iama
Pangkat Pangkat
Panghat NIP L]
NP
Perhitungan Biays Rampung
Ditetagkan sermla “Rp.
Yang dbaysr Rp. g
Sisa kurang/ et Rp. Mama
Panghat
WP
* Cowel Yang ticdek perfy




